
GUBEBNUB ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
IfOMOR : G/ o??~ /B.1lI/HK/2016
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 

KOTA BAl'fDAR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN
 
IZIIf MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
 

GUBERNUR LAMPUIfG.
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin MemperkeJjakan Tenaga Kerja 
Asing, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015j 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin MemperkeIjakan Tenaga Kerja 
Asing; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/790/KEUDA Tanggal 29 
Februari 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Bandar Lampung. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 KEPUTUSAN GUBERNURTENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG 
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA 
KERJA ASING. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar 
Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA	 WaliKota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung 
segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, 
akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga 
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal /2 - ./'- ;::i&'/6, 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, 



LAMPIRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI .J.11...- IB.III/HK/2018 
TANGGAL : /1- - S , 2016 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

No Materi Raperda 
1 2 

1 Konsideran Menimbang 

2 Diktum Menglngat 

Rumusan Raperda 
3 

II.	 ialttna ....twit Mllalil8..EllleR h,tIAtW.R slalB'" P8881 1&1 eyM (1) 
!JR••"I YAallAI MIMfilf;1 TaRw" aQQQ '8..taAI Piljalt g••,... "II" 
A••Fi.....i g81F8t:1 I.Aa Pal.1 a liIyM E1) AWN' I .81148 PIFlHWF8A 
P.M.FiAtah UIA<1IF g; +lilIRY.. aQ1; "MsAI RItFiBW.i PSF118..slalisA 
InIlw biNle d8A R."~ttli P• .,aRj8RI8" tiliA '4'FF1I1i.lil~&k&A 

llA.11I KeV;. MiA,: 

8.	 IfSA...S laer4181i1FkIlA fJElAiMlaaAfllIF! ISBslaiFflSA& &li",.I~Bw~ fJsda 
hWFWf 8 teFl,l1tw' dill'S. fJsFlw "'IRltslBll.PI PIF81wAilR IidSSHiliA J~t8 

1i18AElsr bSFMPWAI tSRI8Ri RstAsysi P• .,.RjIillASjSR laiA 
'1BfRpeklv;aksR +IA8IB KeFjI 0 SiRI. 

4,	 !!AElBAI '-'Alia". rISM8F 1Q +aRWR 100'1 tlAtsAI PeFu.BihaR PSjSli 
IIIRIIiR iw. Pallill (b....Ii:SF8A ~jlllilF8 RI,wlalik IAdaRul. +SRWA 
19;7 ~j8MsF 4;; TIiIM••AIIA IaI"'lalilF8R AI,wlalik IRdaR8.i. ~j.",.r 

31ii), .elaslaiFRIiIRIii telaR &liY.liIh &lIAlsA WRllaA, ,-,..&lSR!) ~JeFR8F 

10 TIIAWA :agOg _IAt8RI Pandas".A al8s 1 'AEISAiI ts'F1&1Ii1AI rll",s,10 
TallilwA 1QO; _8AlflAI P.AlllillilaR Paj81t "IAIRA Swret Pal's8 
(bIMIa8f8R ~1'IIIFIIl Re,wslik IA&l8F18Sis TSAWA agQQ _laMlr 1~g, 

TaFM~8t::1sR 6eFAaailFaR rlB,8ra Ae,..lalih IRfteR.lis _18Mer .087-); 

10.	 ' 'RQQAB lelA.SRI rllM8r 1:a +SAYA ~;11 _eA_aABI PIMIaIA'wltSR 
PeRi_wAIF! P8FtlR&lilR8' 'A"&AlaR ~t.''''.SF8Fl ~J.'SF8 AaflwBlik 
IR"9RISi8 TMWR ;;11 NSFRsr i~. TllAdilSt::1SR bSfRB8F8R MS88F8 
RlJilwlJlilt IR.'AISiR .'9ff18' i~.4)i 

12.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tenlang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

1i.	 PI,.,...,... P.""FiMah ~Je",s, aa Tlt:lWR ;;;7 teR_aAI PeM.slisA 
!c'FWI.A PaM.RM.... .",teN PlFAlFiAtlt::1, PIAilIFiFttIi1lA gaaFliA 

( 

Rumusan Penyempumaan 
4 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan deism Passl 156 ayat (1) Undang~ 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah serta Pasal 2 ayet (1) hurut 9 dan Peraturan Pemerintah Nemor 
97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Untas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekefjakan Tenaga Karja Asing serta dalsm rangka 
meninQkatkan Pendapalan Asli Daerah dipandang oertu menelapkan 
Peraluran Daerah lenlang Relribusi Peroaniangan I.in Momperkeriakan 
Tenaga Keria Asing (IMTA\: 

~ 



12.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerinlahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 
sebagaimana telah diubah beberspa keli terakhir dongsn Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 lonlang tentang Perubahan Kedua 
Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemelintahan 
Daerah (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Keterangan 
5 

Konsideran menimbang 
disempumakan, sesuai 
ketentuan UU No 12 Thn 
2011 

Diktum Mengingat 
- Angka 4, angka 10 dan 

angka 15 dihapus 
•	 Undang~Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 
digunakan hanya 
sebagai pedoman 
penyusunan sehingga 
lidak perlu dicanlumkan 
dalam 

-	 Angka12 disempumakan 
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1 2 3 4 5 

3 Persetujuen Dengan Persetujuan Bersama 
DEVVANPERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

dan 
WALIKOTABANDAR LAMPUNG 

MEMllTUSKAN; 

Dengan Persetujuen Bersama 
DEWANPERWAKlLAN RAKYATDAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

den 
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

MEMlffiJSKAN: 

Penuliaan landa bace tftik dua 
setelah keta "MEMlTTUSKAN' 
tanpa spesi 

4 Dildum Menetapken Menelapken PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN 
MEMPERKERJAKAN TENAGA KJERJA 
ASING. 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN 
TENAGA KERJAASING. 

penulisan frasa "Dalam..." 
disejajarkan dengan frasa 
'PERATURAN DAERAH.... • 
pada diktum Menetapkan. 

s Ketentuan Umum Dalam Peraturen Daerah ini yang dimaksud dengan: 

.1. P8FAaFiFltlilR g88F11A atlelat:l P8"'IFiAtillA Keta iSRIIsF bllffl....F1I; 
... 1"'\_••__ ~__ ~._L.;I... _ 0 ........ _ 1"'\... _-" ............ _ ... 1...... :. d_. ,""-_ .....;"":~ .... 

_woo ....... "'. ".'7 .i . ..-- ..,.. . ... ~ _.~~ 

9PFU~J 8&1&181=1 " ...." P8P''8kiIIiA Ral¥l' Qa8F8" Kits IiIR".' 
baM_WRH; 

10. Perpanjangan izin mempekeljakan tenega kelja asing yang 
selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang dibertkenoleh 
Walikota atau pejabat yang d~unjuk kepada pemberi kelja tenaga 
kelja asing sasuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; 

22. Penyidik Pegawai Nageri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adaleh Pejabat Pegawai Nageri Sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerinlah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang
undang untuk melakuken penyidikan ternadap pelanggaran 
Peraturan Daerah (I-Isl iFlj teFliBtt 118F18&1F1 PEleal ., ¥t (1) liak 
XIX P8RyirliliSFI). 

Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan: 

2. Pemerintah Daerah adalah walikota 
sebagai unsur penyalenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urussn pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang 
selanjulnya disingkat DPRD angks 
adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebegai 
unsur penyalenggara Pemerintahan 
Daerah. 

10.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeljaken 
Tenaga Kelja Asing, yang selanjulnya disebul 
Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah 
Pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA 
kepada pemberi kelja Tenaga kelja asing. 

Ketentuen Umum: 
- Angka 2 dan Angka 4 diubeh, 

sesuai ketentuan Pasal 1 
Angke 3 dan Angka 4 UU No. 
23 Tahun 2014 

• Angke 10 diubeh, sesuai 
ketentuan Passl 1 Angke 3 PP 
Nomor97 Tahun 2012 

• Angka 22 disempumaken 
• Setiap akhir anak kalilTlll1 

diakhiri dengan tanda bace 
titik 

22.Penyidik Pegawai Nageri Sipil yang 
selanjulnya disingkat PPNS adalah Pejabat 
Pegawai Nageri Sipil tertentu di Ungkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidiksn temadap pelanggaran 
Peraturan Daereh. 

6 Nama,Objek dan 
Subjek retribusi 

Paaal2 

Dengan nama Rembusi perpanjangan IMTA dipungul rembusi sebagai 
pembayaranatas ~""IIl"I" perpanJlngln IMTA. 

Paaal2 

Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas penerbilan perpanjangan IMTA. 

Passl 2 disempumakan 

L I I I ~ 

\ (
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1 2 3 4 5 
Pasal3 Pasal 3 Pasal 3 diubah saluai kelenlu.n 

(1) Qiajak FitFillu8i IslislaifRlA& ljji"'81 ...11 tililiAli '11&1 d 8dBII~ 
,1A1Ii1IFisR , • .,.jaAI8R 1M;! 118118;18 lIaM&alvi iii"" "AI18 

I (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian 
parpanjangan IMTA kepada pemberi kerja lenaga asing yang 

Pasal 156 ayat (3) hUNf a UU 
No 2B Tahun 2009 

klrtll 81iAlJ yeA. lei... FAI ...iUki I~' lIeFi MeAt.A yeA! lelah memiliki IMTA dan Menlar! Y.ng menyelanggarakan urusan 
lIeftaFlllwAlilil\ ala IIi lai8lMl11 li.t'AliIlllli.~8.A Maw ,ejali.' yeAI pemer!nlahan di bidang Ketanagakerjaan. 
flitwAjwk. (2) Pember! kerja tenaga kerja esing sebagaim.ne dimaksud pada 

(2) Pembari kerja lenaga kerja asing sabagaimana dimaksud pada ayal (1) lidak termasuk instansi pamerintah, perwakilan negara 
ayel (1) lidak lennasuk instansi pernerintah, parwakilan negara asing, badan-badan intemesional, lembaga soaial, lembaga 
asing, badan-badan intamasional, lembaga sosial, lembaga keagamean dan jabatan-jablltan Ie~anlu di lembaga pendidikan. 
I<eagamaan dan jabatan-jabatan lertenlu di Iembaga pandidikan. 

7 StNktur Dan Besamya Pa..18 ""..I 8 I Pasal 8 ayel (2) disernpumakan 
Taril Relribusi (1) SINklur tarif Retribusi parpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan (1) StNklur larif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan bardasarkan 

lingkal panggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal S. tingkat penggunaan jasa sebagalmana dimaksud dalam PasalS. 
(2) Besamya larif retribusi sebagiamana dimaksud pada ayal (1) (2) Besamya tam retribusi sabagaimana dimaksud pada ayal (1) 

diletapkan sebeser $100 (Seralus dollar Ameril<a) perjabaatan diletapkan sebasar $100 (8eralus dollar Amerika) par orang/per 
dan per bulan untuk setiap TKA dan dibayarf<an dimuka. bulan dan dibayarkan sakaligus dimul<a. 

(3) Retribusi sebagaimana pada ayal (2) <libayalkan dengan Npiah (3) Relribusi sebagaimana pada ayat (2) dlbayalkan dangan Npiah 
bardasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayeran berdasarkan nilai kurs yang berial<u pada saat pembayaran 
ralribusi oleh wajib relribusi. retribusi oleh wajib ratribusi. 

(4) Pemberi Kerja yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kurang (4) Pemberi Kerja yang mempalkerjakan Tenaga Kerja Asing kurang 
dari 1 (salu) bulan wajib membayer dana relribusi sebesar 1 (satu) dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana retribusi sebessr 1 (satu) 
bulan penuh. bulan penuh. 

8 Wilayeh Pamungulan Pasal 10 P...ll0 Pengetil<an Pasal 10 
Retribusi perpanjangan IMTA yeng 1.F1"a~8 dipungul di wilayah Kota Relribusi perpanjangan IMTA yeng teNtang dipungul di wi/ayah Kola disampumekan 
Bandar Lampung. Bandar Lampung. 

9 Penetapan Relribusi Pasal12 Pa..112 Pasal 12 disempumakan 
(1) Besamya jumlah pokok retribusi yang teNtang diletapkan dengan (1) Besamya jumlah poi<ok retribusi yang teNlang ditelapl<an dengan 

SKRD. SKRD. 
(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD 881a1,aiAllIFlI: (2) Benlul<, isi dan teta cara penerbitan SKRD dielur dengan 

liIifMslti81:ui 'HillS .' (1) iitetillJlkliA dengan peraturan Walikota. Peraturan Walikota. 

10 Penagihan BAB •.• - Tambahkan Bab dan Pasal 
PENAGIHAN baru yang mengafur lenlang 

Pas.I ..•• Panegihan sesuai kelenluan 
(1) Penagihan ratribusi teMeng yang lidak atau I<urang bayar Pasa. 160 ayal (3), ayat (4) 

dilakukan dengan menggunakan STRD. dan ayat (5) Undang-Undang 
(2) Penagihan Ratribusi leNlang sebagaimana dimaksud pada ayat 28 Tshun 2009 

(1) didahului dengan Sural Teguran. - Dengan adanya penambahan 
(3) Pengeluaran Sural TeguranlPeringalanlSural lain yang sejenis Beb dan Pasal baN, Bab dan 

sabagai tindakan awal palaksanaan penagih.n retribusi Passl selanjulnye 
dikelualkan s.lelah.. (...) hart sejak tanggal jaluh tempo menyesuaikan 
pembayaran. 

\ (
 



1 

11 Sanksi 

2 4 

(4) Dalam jangka waklu ... (...) han satelah langgal Sural 
teguranJPonngalanlSural lain yang sejenis, wajib relribusi harus 
molunasi retribusi yang leNlang. 

(5) Surat TeguranlPeringataniSural lain yang sejenis sebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) dikaJuar1<an oleh pajabal yangditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan panerbilan surat 
teguran/penngatanlsural lain yang sejenis diatur dengsn 
Peraluren Walikola. 

BAS••• 
SANKSI ADMINISTRATIF 

PlI..I...•. 
Dalam hal wajib Retribusi Iidak membayar lepal pade waklunya alau 
kurang membayar dikenakan sanks; Administratif berupa bunga 
sabesar 2% seliap bulan dan ..mOOsi yang teNtang yang lidak alau 
kurang dibayar dan ditagih dongan mengunakanSTRD. 

4 

5 

BAB XVI dan Pasel 23 
dihil8llgkan berdasarkan 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 
lontang Pemerintahan Daerah, 
pengawasan kelenagakerjaen 
merupakan UNsan yang 
menjadi kewenangen 
Pemerintah Provinsl 

Sanksi diubahmenjadi 
2 Bab yaiju Bob lentang Sanks; 
Admininslratif dan Ketentuan 
Pidane sesuai kelentuan UU 
Nomor 12 Tahun 2011 dan 
Pasel 160 ayat (3) UU No 28 
Thn 2009 

(7) 

3 

OAD V\n 

ftEUElJ.IAA •• "A.' n~AWAC!!A'" 

D ...._-.I "'I. 

KillifJT.....N SANKSI 
Pasal25 
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1--1 2 

12 Penelapan dan
 
Pengundangan
 

13. I Nomor Register 

I~	 J 

3
 

Ditetapkan di Bandar Lampung
 
pada tanggal
 

j;lf.WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 

SULaP A.K.'.R 

Diundangkan di Bandar Lampung 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

BADRITAMAM 

_ 

4 
BAS.. ,
 

KETENTUAN PIDANA
 
Pasal......
 

(1)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (Iiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2)	 Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah 
pelanggaran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) menupakan 
penerimaan negara. 

Ditetapkan di Bandar Lampung
 
pada langgal
 

WALIKOTA BAN DAR LAMPUNG. 

HERMAN HN 

Diundangkan di Bandar Lampung 
pada tang gal 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG> 

BADRITAMAM 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI 
LAMPUNG: l/BU2016 

5
 

Nama jabatan yang 
menetapkan da n 
mengundangkan diakhiri 
dengan tanda baca kama 

Pada akhir lembar penetapan 
Tambahkan Frase Nomor register 
Perda Kota Bandar Lampung, sesua 
ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan 
Permendagri No. 80 Tahun 2015 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

(	 (
 

I 


